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MOTTO 

 

 

 

 

“Apabila kamu telah membulatkan tekad,  

maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”  

(QS 3: 159) 

 

 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah,6-8) 
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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA 

         (Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran) 

 

Oleh: 

Indra Aryani 

 

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab 

atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang 

dikerjakan secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana 

desa pada desa se-Kecamatan Kajoran. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

121 responden, berdasarkan metode purposive sampling, yaitu pegawai yang 

mempunyai jabatan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi 

kesra, dan operator sistem keuangan desa. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi sistem pengendalian internal maka 

semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Sedangkan 

kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

 

Kata kunci: akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, 

partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, aksesibilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan jaman, kini desa telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat dalam hal tata administrasi pemerintahan. 

Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan 

diharapkan nantinya akan dapat menjadikan desa yang memiliki satu kesatuan 

yang utuh dalam hal memajukan desanya. Desa memiliki peran penting 

terutama pada perangkat desa setempat dalam melaksanakan tugas di bidang 

pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang jauh lebih 

besar dan juga terkait pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang 

memadai diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju desa yang lebih 

mandiri. 

Dikutip dari www.bpkp.go.id  saat ini Kabupaten Magelang telah siap 

untuk mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan 

Keuangan dan pembangunan (BPKP). “terdapat 200 desa yang akan 

http://www.bpkp.go.id/
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mengikuti ploting atau pengimplementasian Siskeudes Versi 1.6 sementara 

sejumlah 157 desa lainnya akan menyusul di kesempatan berikutnya.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari magelangkab.go.id 

terkait dengan bimbingan teknis Siskeudes 2019 secara mandiri oleh PD-PLD 

Kabupaten Magelang. Dalam berita tersebut dijelaskan agar dapat 

mendampingi desa lebih maksimal dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes, 

Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten 

Magelang perlu meningkatkan kapasitas dirinya dalam pengetahuan tentang 

aplikasi Siskeudes. Dikarenakan masih banyak perangkat desa yang belum 

begitu paham dengan siskeudes, baik PD maupun PLD dari masing-masing 

Kecamatan di kabupaten Magelang berinisiatif mengadakan Bimbingan 

Teknis aplikasi siskeudes secara mandiri.  

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan SDM 

perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang 

dikelola sangat banyak. Pemberian dana ke desa yang cukup besar dan jumlah 

pelaporan yang beragam dalam pengelolaan keuangan desa menuntut 

tanggung jawab yang besar oleh aparat pemerintah desa. Pemerintah desa 

harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan desa, dimana 

segala kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan harus sesuai dengan 

ketentuan agar nantinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good village governance). 
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Pengelolaan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang baik 

dan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai. Kompetensi yang 

dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat penting agar nantinya dapat 

menerapkan prinsip akuntabilitas. Adanya anggaran dari APBN yang dikelola 

pemerintah desa harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang kompeten. Perangkat desa dapat meningkatkan kompetensinya 

dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan 

adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas 

(2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas harus diimbangi dengan 

kemampuan perangkat desa dalam mengelola suatu anggaran karena dengan 

adanya kompetensi yang memadai maka akan mendukung keberhasilan 

pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widyatama & Novita (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur 

tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Selain kompetensi yang baik, pengelolaan dana desa juga memerlukan 

adanya Sistem pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal 

dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan 
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dapat berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian 

Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Sedangkan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa 

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Kesuksesan suatu pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh 

partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat diperlukan untuk 

menggali potensi yang dimiliki sebuah desa  dalam mengelola dana desa 

untuk meningkatkan pembangunan di dalam lingkup desa. Dengan adanya 

patisipasi masyarakat maka akan memberikan dampak positif pada program-

program yang nantinya  akan dijalankan oleh desa yang mendapatkan 

anggaran dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas, 

(2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu 

berbagai kegiatan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segala 

proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud 

pengendalian terhadap pihak manajemen. Namun, penelitian Listyawati et al., 

(2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

Dalam pengelolaan dana desa kemudahan akses berbagai pihak dalam 

menggunakan laporan keuangan harus diutamakan. Para pengguna laporan 

keuangan harus dapat mengakses informasi mengenai laporan keuangan 

dengan lancar. Aksesibilitas laporan keuangan desa yang baik nantinya akan 
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mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) yang menyatakan 

bahwa suatu proses komunikasi yang baik antara publik dan pemerintah akan 

mendukung penggunaan informasi laporan keuaangan yang efektif. 

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala 

sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran 

pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam 

mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau 

rakyat. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki 

karena dengan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh 

pemerintah.  

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dengan 372 desa. Dari 

372 desa yang ada di Kabupaten Magelang tersebut semuanya mendapatkan 

dana desa kecuali 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan 

Sawitan. Sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa pemerintah dulunya 

sangat fokus terhadap faktor pemerataan, namun saat ini lebih berfokus pada 

keterlambatan ekonomi. Pengalokasian dana desa pada kecamatan-kecamatan 

di Kabupaten Magelang ini digunakan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat.  
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 Tabel 1. 1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang 

No Kecamatan Besaran Dana 

1 Kajoran 22.632.111.000 

2 Grabag 22.330.204.000 

3 Tegalrejo 16.116.194.000 

4 Kaliangkrik 16.090.053.000 

5 Pakis 15.947.180.000 

6 Windusari 15.934.873.000 

7 Salaman 15.859.241.000 

8 Borobudur 15.659.696.000 

9 Secang 14.943.900.000 

10 Candimulyo 14.869.864.000 

11 Srumbung 13.175.805.000 

12 Ngablak 12.576.628.000 

13 Sawangan 11.985.140.000 

14 Tempuran 11.902.620.000 

15 Dukun 11.680.921.000 

16 Bandongan 11.275.453.000 

17 Mungkid 11.069.661.000 

18 Muntilan 10.251.655.000 

19 Mertoyudan 9.733.870.000 

20 Salaman 9.311.645.000 

21 Ngluwar 6.266.185.000 

 Jumlah 289.612.899.000 

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 2 Tahun 2019 

 

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dari total 21 kecamatan yang 

mendapatkan kucuran dana desa, Kecamatan Kajoran merupakan penerima 

dana desa terbesar di Kabupaten Magelang. Dengan jumlah besaran dana 

tertinggi di Kabupaten Magelang maka pemerintah desa harus bisa 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Semua 

kegiatan pemerintahan desa harus sesuai dengan ketentuan dan nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat desa. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Atiningsih & 

Ningtyas (2019) dengan menggunakan seluruh variabel. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel aksesibilitas 
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dengan alasan aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna 

laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas 

laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik 

pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung 

penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Menurut Apriliani et al., 

(2015), aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam 

rangka perwujudan lembaga pemerintah desa sebagai lembaga sektor publik. 

Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan 

informasi keuangan desa. 

Perbedaan kedua yaitu penelitian ini dilaksanakan pada desa di 

Kecamatan Kajoran karena merupakan kecamatan yang mendapatkan 

kucuran dana desa dengan jumlah paling tinggi di Kabupaten Magelang. 

Kecamatan Kajoran juga sedang mengadakan musrenbang yang berfokus 

pada peningkatan kualitas dan kesehatan SDM Desa. Kecamatan Kajoran 

memiliki topografi sebagian besar wilayahnya berbukit dan bergunung. 

Sebanyak 15 desa berada di sekitar hutan, bakhan Desa Krinjing berada di 

tengah hutan. Sutopati merupakan desa terpadat. Sementara desa dengan 

penduduk terendah yaitu Ngargosari. Perencanaan kependudukan sangat 

penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, caranya yaitu dengan 

meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dasar dan pelatihan. Hal ini 

berkaitan dengan semakin banyak dana desa yang diterima maka semakin 

besar tanggungjawabnya. Sejauh ini di Kecamatan Kajoran belum terdapat 

tindak kecurangan dana desa meskipun dengan jumlah dana desa terbesar di 
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Kabupaten Magelang. Berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan 

diatas maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Analisis 

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi 

Empiris pada Desa se-Kecamatan Kajoran). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa  

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal 

(SPI) terhadap akuntabilitas Pengelolaan dana desa 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 
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D. Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

dalam pengembangan teori kaitannya dengan faktor apa saja yang 

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara 

nyata bagi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk meningkatkan 

profesionalisme pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam 

pemerintahan dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban 

untuk mengungkapkan kasus korupsi pada dana desa yang ada di 

Indonesia. 

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pegawai 

maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan untuk membuat 

laporan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah 
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dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, 

hipotesis dan model penelitian. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang 

populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, 

pengukuran variabel dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik 

perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data 

menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji 

validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Teori 

1. Teori Stewardship 

 Teori Stewardship (Donaldson dan Davis, 1991) menyatakan 

bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk 

tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama 

yaitu kepentingan organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan dalam 

penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan 

nonprofit lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi antara steward dengan principals. 

Rakyat sebagai principals dan pemerintah sebagai steward, yang 

merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia 

yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas, dan jujur pada pihak 

lainnya. 

 Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan 

dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah 

organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utulitas principals 

dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian 

akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan 

nonprofit laiannya (Haliah, 2012). 

 Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat 
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menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang 

dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat 

memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat 

pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga 

tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara maksimal. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan 

pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

2. Kompetensi Aparatur 

 Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki 

seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat 

memprediksikan kinerja yang sangat baik (Sagala, 2009). Menurut 

Rudana (2005), kompetensi merujuk kepada pengetahuan (knowledge), 

keahlian (skills), dan kemampuan (abilities) yang dapat didemonstrasikan 

yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, 

merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal 

ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan 

dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata 

lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi 

didalam setting pekerjaan. 

 Umaira & Adnan (2019) menyatakan bahwa hal yang berkaitan 
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dengan dana desa tentu saja sumber daya manusia yang memumpuni 

sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta 

pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam 

mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas 

dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak 

memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai. 

 Kompetensi dapat didapatkan melalui kegiatan belajar. Dengan 

kegiatan pembelajaran yang efektif akan memungkinkan individu dapat 

memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap 

dan perilaku. Bagi sebagian masyarakat, belajar memainkan peran 

penting terutama dalam melanjutkan kompetensi dan kebudayaan pada 

generasi penerus. Lingkungan yang ada di sekitarnya dapat menjadi 

sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu 

tersebut mau memanfaatkan energi dan juga kemampuan berfikirnya 

terhadap hal-hal yang telah ditemui di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya muncul dan 

berkembang melalui proses belajar. 

3. Partisipasi Masyarakat 

 Pertisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi 

sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah 

masyarakat yang terlibat ikut serta pada prroses pengidentifikasian 

masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta 
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mengambil keputusan mengenai solusi paling alternatif dalam menangani 

permasalahan, melaksanakan upaya pemecahan masalah yang terjadi 

(Muslimin et al., 2012). 

  Naimah (2017) membedakan jenis partisipasi menjadi empat 

yaitu, pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, kaitannya 

dengan menentukan alternatif masyarakat mengenai gagasan atau ide 

tentang kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah 

pembangunan. Kedua partisipasi dakam pelaksanaan, partisipasi ini 

menyangkut bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjalankan 

suatu progran seperti kegiatan administrasi dan menggerakkan sumber 

daya. Ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat, menyangkut hasil 

dari ketercapaian program baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dari 

segi kualitas seperti peningkatan output sedangkan dari segi kuantitas 

seperti presentase keberhasilan program. Keempat yaitu partisipasi dalam 

evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan 

yang tujuannya untuk mengetahui keberhasilan program sesuai dengaan 

perencanaan dan terhindar dari penyimpangan. 

4. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kayakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melali kegiatan yang efektif dan 
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efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. 

 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan 

yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan 

keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset nagara dan ketaatan 

terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, 

Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan 

Pemantauan Pengendalian Intern. 

 Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai 

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi 

Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal 

auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, 

keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari 

fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan 

pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan 

perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata 

kelola pemerintahan (Aikins, 2011). 
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5. Aksesibilitas 

 Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) arti dari 

kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang 

dapat dikaitkan. Menurut Rohman (2009), aksesibilitas jika dilihat dari 

perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari 

suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau 

kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, 

nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012), 

aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk 

dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan 

ketersediaan. 

 Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna 

laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. 

Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan 

komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah 

yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. 

 Menurut Apriliani et al., (2015), aksesibilitas laporan keuangan 

merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga 

pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga 

akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi 

keuangan daerah. Sedangkan menurut Mustofa (2012), aksesibilitas 

laporan keuangan yang baik akan mewujudkaan hubungan yang baik 
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pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah 

daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta 

memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh 

informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan 

aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan 

laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi 

masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan 

keuangan dengan mudah. 

6. Akuntabilitas 

 Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya 

melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. 

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu 

yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya (Mardiasmo, 

2006). 
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B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

 Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Peneliti 

Variabel Penelitian Hasil 

1 Astuty 

(2019) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur Sistem 

Pengendalian 

Internal, Penyajian 

Laporan Keuangan, 

Aksesibilitas, Dan 

Peran Perangkat 

Desa Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Kompetensi Aparatur, Penyajian 

Laporan Keuangan, Aksesibilitas, 

Dan Peran Perangkat Desa tidak 

berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan 

Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa 

2 Umaira & 

Adnan 

(2019) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Masyarakat, 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, Dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Partisipasi Masyarakat, Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, Dan 

Pengawasan Berpengaruh Positif 

Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. 

3 Atiningsih 

& Ningtyas 

(2019) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur Pengelola 

Dana Desa, 

Partisipasi 

Masyarakat, Dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan dana 

Desa 

Kompetensi Aparatur Pengelola 

Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, 

Dan Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas Dana Desa. 
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Lanjutan 

No Nama 

Peneliti 

Variabel Penelitian Hasil 

4 Aulia 

(2018) 

Pengaruh 

Kompetensi Aparat 

Pengelola Dana 

Desa, Komitmen 

Organisasi 

Pemerintah Desa, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, Dan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa Di Kabupaten 

50 Kota 

Kompetensi Aparat Pengelola Dana 

Desa, Komitmen Organisasi 

Pemerintah Desa, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Dan Partisipasi 

Masyarakat berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa 

5 Akib (2017) Peran Perangkat 

Desa dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Perangkat desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa 

6 Widyatama 

& Novita 

(2017) 

Pengaruh 

Kompetensi dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal terhadap 

Akuntabilitas 

Pemerintah Desa 

dalam Mengelola 

Alokasi Dana Desa 

Kompetensi berpengaruh negatif 

terhadap akuntabilitas pemerintah 

desa dalam mengelola ADD.  SPI 

berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pemerintah desa dalam 

mengelola Alokasi dana Desa. 

7 Yudianto & 

Sugiarti 

(2017) 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Pengendalian 

Instansi Pemerintah 

(SPIP) terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa. 

SPIP berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa. 
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Lanjutan 

No Nama 

Peneliti 

Variabel Penelitian Hasil 

8 Mada et al., 

(2017) 

Pengaruh 

Kompetensi Aparat 

Pengelola Dana 

Desa, Komitmen 

Organisasi 

Pemerintah Desa, 

dan Partisipasi 

Masyarakat 

terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Kompetensi Aparat Pengelola Dana 

Desa, Komitmen Organisasi 

Pemerintah Desa, dan Partisipasi 

Masyarakat berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

9 Indrianasari 

(2017) 

Pengaruh peran 

perangkat desa 

dalam akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa. 

Variabel perangkat desa brpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dana desa. 

10 Nurlaili 

(2016) 

Pengaruh 

Penyajian Laporan 

Keuangan dan 

Aksesibilitas 

Laporan Keuangan 

terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Penyajian Laporan Keu. dan 

Aksesibilitas Berpengaruh Positif 

terhadap Transparansi 

&Akuntabilitas D3Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

11 Hanif et al., 

(2015) 

Pengaruh 

Penyajian Laporan 

Keuangan Daerah 

dan Aksesibilitas 

Laporan Keuangan 

Daerah terhadap 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Kabupaten 

Simalungun. 

Variabel penyajian laporan 

keuangan dan aksesibilitas laporan 

keuangan berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Lanjutan 

No Nama 

Peneliti 

Variabel Penelitian Hasil 

12 Wahyuni et 

al., (2014) 

Pengaruh penyajian 

laporan keuangan 

daerah dan 

Aksesibilitas 

laporan keuangan 

daerah terhadap 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah. 

Penyajian laporan keuangan daerah 

dan Aksesibilitas laporan keuangan 

daerah berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

Sumber : Data penelitian terdahulu diolah, 2020 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa 

  Menurut (Robbins, 2001), kompetensi aparatur adalah suatu 

kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 

(dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan juga kemampuan fisik. 

Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar 

memungkinkan individu memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, 

keterampilan, serta sikap dan perilaku.  

  Menurut Umaira & Adnan (2019), segala hal yang berkaitan 

dengan dana desa tentu saja sangat diperlukan sumber daya manusia yang 

memumpuni dalam pengelolaan keuangan desa serta 

pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola 

keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari 

pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, jika aparatur desa tidak 
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memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai. 

  Berdasarkan teori stewardship, hubungan antara steward dan 

principals  muncul ketika satu orang atau lebih (principals) 

mempekerjakan steward untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada steward 

tersebut. Hubungan atara steward dan principals  disini akan menjadi satu 

arah dan seimbang dikarenakan principals  percaya sepenuhnya jika 

steward tidak akan termotivasi oleh tujuan tujuan pribadi melainkan lebih 

fokus untuk tujuan organisasi. Dengan adanya kompetensi maka akan 

meningkatkan para pemerintah desa agar dapat dipercaya, dan memiliki 

integritas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, 

sehingga seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini di dukung oleh penelitian Mada et al., 

(2017), Atiningsih & Ningtyas (2019), dan Aulia (2018) menunjukan 

bahwa kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

 

2. Pengaruh partisipasi masyarakat tehadap akuntabilitas pengelolaan alokasi 

dana desa 

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi 

masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah 
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daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan 

lebih bepihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam 

pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai 

pelaporan (Ebrahim, 2003). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan 

cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul 

terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan 

(Kim & Schachter, 2013). Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengidentifikasikan masaalah dan potensi yang 

dimiliki masyarakat, dan mengambil putusan mengenai alternatif solusi 

untuk penanganan masalah, melaksanakan cara mengatasi masalah, serta 

keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi. 

Dalam teori stewardship, principals adalah pemerintah dan 

masyarakat yang mempercayai steward atau perangkat desa dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang semestinya. Dalam hal ini 

masyarakat percaya penuh kepada perangkat desa yang dimana perangkat 

desa akan melakukan tugas sebagaimana mestinya dan lebih 

mengedepankan keberhasilan tujuan organisasi. Partisipasi masyarakat 

juga dibutuhkan untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas. Masyarakat 

berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh. Berdasarkan 

pada pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif, 

akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mebgharuskan keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaannya. 
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Hasil penelitian Umaira & Adnan, (2019) Atiningsih & Ningtyas, 

(2019) dan penelitian Mada et al., (2017) menyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Dengan hasil hipotesis: 

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.   

 

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan 

alokasi dana desa 

  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem 

Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawas Instansi Pemerintah 

sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP 

memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa.  

  Dalam teori stewardship di sini principals adalah pemerintah dan 

masyarakat sedangkan steward yaitu perangkat desa. Saat ini kebocoran 

terkadang masih ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan 

untuk meminimalkan adanya kebocoran dalam suatu sistem. Sistem 
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Pengendalian Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan 

kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang 

efektif dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal 

maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah 

desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparasi pemerintah 

desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik 

Akutabilitas pengelolaan Dana Desa.  

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2019), Atiningsih & 

Ningtyas, (2019) dan Widyatama & Novita (2017) menunjukkan bahwa 

Sistem Pengendalian Internal Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh 

positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

 

4. Pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana 

desa 

  Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna 

laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. 

Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan 

komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah 

yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. 

Akuntabilitas dapat memberikan akses bagi stakeholders untuk 
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mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari 

partisipasi stakeholders. 

  Dalam teori stewardship, principals adalah masyarakat sedangkan 

steward dalam hal ini adalah perangkat desa. Pemerintah desa harus 

memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan 

masyarakat. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, 

radio, stasiun televisi, website (Internet), dan forum yang memberikan 

perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah 

terhadap masyarakat (Shende, 2004). 

  Penelitian Nurlaili (2016) dan Atiningsih & Ningtyas (2019) 

menunjukan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hanif et al., (2015) aksesbilitas 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Dan 

Wahyuni et al., (2014) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa.  Berdasarkan 

uraiantersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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D. Model Penelitian 
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Gambar 2. 1 Model Penelitian 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah atau komunitas 

yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa 

se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 29 Desa di 

Kecamatan Kajoran yang mendapatkan dana desa. Dalam penelitian ini 

metode pengambilan sampelnya yaitu dengan purposive sampling, yaitu 

teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretariat desa, kepala 

urusan keuangan, kasi kesra, dan operator siskeudes. 

2. Tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. 
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B. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan 

memperoleh data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan 

(Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang 

variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2007). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke 

sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil tes 

wawancara atau hasil kuesioner tentang hal itu. Kuesioner yang telah diisi 

oleh responden akan diseleksi terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar 

apabila terdapat kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak 

disertakan dalam analisis. Peneliti memilih teknik ini dengan 

mempertimbangkan bahwa teknik survei langsung lebih efektif dan 

mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar. 

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel Dependen 

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah suatu hal yang 

sangat penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas pemerintah maupun 
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entitas bisnis sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada 

stakeholders. Pemerintah dalam hal ini merupakan sebuah organisasi yang 

bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan 

muncul secara otomatis ketika entitas telah melakukan proses penerbitan 

efek di pasar modal dan entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas 

sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Isnalita & Narsa, 

2017). Terdapat indikator dari Sande (2013) yang digunakan dalam 

mengukur akuntabilitas, diantaranya perumusan rencana keuangan, 

pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja 

keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan dalam mengukur akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Item-item tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner 

dengan skala likeart 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), 

netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5). 

b. Kompetensi Aparatur 

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari seorang 

individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria kinerja yang 

efektif (Vathanophas, 2006). Kompetensi dapat diperoleh melalui kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan belajar memungkinkan seseorang memperoleh 

berbagai kecakapan, pengertian, keterampilan, sikap, dan juga perilaku. 

Kompetensi dapat didapatkan melalui kegiatan belajar. Dengan kegiatan 

pembelajaran yang efektif akan memungkinkan individu dapat 

memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan 

perilaku. Bagi sebagian masyarakat, belajar memainkan peran penting 
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terutama dalam melanjutkan kompetensi dan kebudayaan pada generasi 

penerus. Lingkungan yang ada di sekitarnya dapat menjadi sumber 

kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau 

memanfaatkan energi dan juga kemampuan berfikirnya terhadap hal-hal 

yang telah ditemui di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi itu pada dasarnya muncul dan berkembang melalui 

proses belajar. 

Kompetensi menurut Guy et al., (2002) merupakan sebuah 

pengetahuan dan juga keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas. Kompetensi Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintahan 

desa. Jumlah dari item pertanyaan yaitu 7 item dengan menggunakan skala 

Likert 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), 

setuju (4), sampai sangat setuju (5). Terdapat indikator dari Roviyantie 

(2012)  yang digunakan untuk mengukur Kompetensi aparatur yaitu 

pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan keahlian 

teknis. 

c. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi 

sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah 

masyarakat yang terlibat ikut serta pada prroses pengidentifikasian 

masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil 

keputusan mengenai solusi paling alternatif dalam menangani 

permasalahan, melaksanakan upaya pemecahan masalah yang terjadi 
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(Muslimin et al., 2012).  

Menurut Heller et al., (1984) dan Sujarweni (2015), partisipasi 

masyarakat ini dapat diukur dengan menggunakan dimensi pengambilan 

keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Item-item 

tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala likeart 1-5 yaitu dari 

sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat 

setuju (5). 

d. Sistem Pengendalian Internal 

SPIP  merupakan suatu proses yang sangat integral pada tindakan 

dan juga kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan 

suatu keyakinan yang memadai atas tercapainya sebuah tujuan organisasi 

melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008. 

Menurut Nurmuthmainnah (2015), terdapat 5 indikator yang 

digunakan dalam mengukur SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan 

pemerintahan di berbagai negara yang meliputi: lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan 

pemantauan pengendalian internal. Item-item tersebut dibuat dalam bentuk 

kuesioner dengan skala likeart 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak 

setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5). 

e. Aksesibilitas 
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Menurut Mustofa (2012), aksesibilitas yaitu sebuah kemudahan 

berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk dapat mengetahui suatu 

informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laoran keuangan daerah yang 

baik dan benar nantinya akan dapat mewujudkan komunikasi yang baik 

antara pemerntah dan publik. 

Menurut Nurmuthmainnah (2015), ada 3 indikator yang digunakan 

untuk mengukur kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

yaitu terbuka di media massa, mudah diakses, ketersediaan informasi. 

Item-item tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala likeart 1-5 

yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), 

sampai sangat setuju (5). 
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Tabel 3. 1 Konstruk, Dimensi, dan Indikator Variabel 

Konstruk Dimensi Indikator 

Kompetensi Aparat 

Pengelola Dana 

Desa (Roviyantie, 

2012) 

Pengetahuan 

(Knowledge) 

 

Kemampuan (skill) 

 

 

Sikap (attitude) 

Pengetahuan 

Kemampuan untuk 

meningkatkan pengetahuan 

Keahlian teknis 

Kemampuan untuk mencari 

solusi 

Inisiatif dalam bekerja 

Keramahan dan kesopanan 

Partisipasi 

Masyarakat (Heller 

et al., 1984), dan 

(Sujarweni, 2015) 

Pengambilan 

keputusan 

 

Penyusunan anggaran 

 

Pelaksanaan anggaran 

Keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan 

program-program desa 

Mengusulkan rencana anggaran 

Terlibat dalam rapat paripurna 

Terlibat mengawasi dan 

melaporkan 

Memberikan penilaian 

pelaksanaan anggaran 

Memberikan penghargaan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

(Nurmuthmainnah, 

2015) 

Proses Lingkungan Pengendalian 

Penilaian risiko 

Kegiatan pengendalian 

Informasi dan komunikasi 

Pemantauan pengendalian 

internal 

Aksesibilitas 

(Nurmuthmainnah, 

2015) 

Keterbukaan 

Kemudahan 

Ketersediaan 

Terbuka di media masa 

Mudah diakses 

Ketersediaan informasi 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa (Peggy 

Sande, 2013) 

Proses Perumusan rencana keuangan 

Pelaksanaan dan pembiayaan 

kegiatan 

Melakukan evaluasi atas kinerja 

keuangan 

Pelaksanaan pelaporan 

keuangan dalam mengukur 

akuntabilitas 

Sumber: Data yang diolah, 2020 
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C. Alat Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa 

suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul tanpa ada maksud untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 

2010). Pengujian dengan statistik deskriptif ini dapat berguna untuk 

mengetahui nilai mean, distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen. 

Sehingga, pengujian ini dapat memberikan suatu hasil deskripsi mengenai 

variabel yang terdapat pada penelitian ini. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Confirmatory Factor Analysis  atau CFA yaitu digunakan untuk 

menguji validitas suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji 

Validitas merupakan suatu cara untuk mengetahui kemampuan instrumen 

penelitian (yang dikenal dengan kuesioner) mengukur dengan tepat dan 

juga benar. 

CFA biasanya digunakan para peneliti untuk menerima atau 

menolak suatu hipotesis. Peneliti dapat melihat nilai loading significant 

CFA ini dari nilai kritis (cricical ratio) yang dihasilkan. Nilai kritis 

(critical ratio) adalah sebuah nilai dari uji statistik (t-test dan f-test) yang 

menunjukkan tingkat signifikan tertentu. Jika nilai kritis lebih besar dari 

1,96 maka terdapat signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95% (Taylor 
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et al., 2010). 

Alat uji lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

inteerkorelasi atar variabel dan juga dapat tidaknya dilakukan analisis 

faktor yaitu Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO 

MSA). Nilai dari KMO ini bervariasi yaitu dari 0 sampai dengan 1. Nilai 

yang dikehendaki harus lebih dari 0,50 untuk dapat dilakukan suatu 

analisis faktor dan cross loading > 0,50 untuk menentukan kevalidan dari 

setiap item pernyataan. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas yaitu suatu alat uji untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari konstruk atau veriabel. Suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap peryataan atau 

pertanyaan itu konsisten dari waktu ke waktu dengan menggunaka alat 

ukur yang sama (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan dua kali pengukuran atau lebih terhadap suatu gejala yang sama. 

Pengujian reliabilitas di dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana 

suatu pengukuran dapat dipercaya yang stabil atau konsisten dari waktu ke 

waktu. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung croanbach’s 

alpha  yang digunakan dalam variabel tersebut dikatakan handal jika 

memberikan nilai croanbach’s alpha > 0,70. 

3. Analisis Linier Berganda 

Regresi berganda merupakan tektik statistik yang digunakan untuk 



37 

 

 

 

menganalisis hubungan antara variabel depeneden dan beberapa variabel 

independen. 

AKN = α + βKA + βPM + βSPI + βAKS + ε 
 

Keterangan : 

AKN = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi dari X 

KA  = Kompetensi Aparatur 

PM  = Partisipasi Masyarakat 

SPI  = Sistem pengendalian Internal 

AKS  = Aksesibilitas 

Ε = Nilai Eror 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji R2 (Koefisisen Determinasi) 

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh 

model dalam menerangkan variasi suatu variabel independen (Ghozali, 

2013). Uji determinasi (R2) memperlihatkan potensi pengaruh semua 

variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, 

sistem pengendalian Internal, dan Aksesibilitas terhadap variabel 

independen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. Besarnya 

koefisien yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 koefisien 

determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, dan juga 

sebaliknya. Semakin mendekati 1 maka besarnya koefisien determinasi 

semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016). 

b. Uji F (Goodness of fit test) 

Uji Statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F ini akan 

menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel 
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dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan fit 

atau tidak (Ghozali, 2016). Ketentuan menilai hasil hipotesis Uji F yaitu 

berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang df = k 

dan derajat penyebut (df) = n-k-1 dimana k yaitu jumlah variabel bebas. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria: 

1) Jika Fhitung  > Ftabel, atau P value < α = 0,05 maka model 

 yang digunakan dalam penelitian tersebut bagus atau  (fit). 

2) Jika Fhitung  < Ftabel, atau P value > α = 0,05 maka model yang 

 digunakan dalam penelitian tersebut tidak bagus atau (tidak 

 fit). 

 

 

Gambar 3. 1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Uji F) 

                  

c. Uji t 

Uji t yaitu merupakan suatu uji yang menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t ini digunakan untuk mengukur signifikansi 

pengaruhpengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan dari 

nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) 

sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan untuk 

Ho 

ditolak 

F hitung 
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menilai hasil hipotesis uji t yaitu digunakan tingkat signifikansi 5% dengan 

derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2016). 

1) Jika thitung > ttabel , atau P value < α = 0,05 maka Ho ditolak dan ha 

diterima. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika thitung < ttabel , atau P value > α = 0,05 maka Ho diterima dan 

ha ditolak. Artinya variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

    α = 5% 

 

 

   

   

 

 

Ho ditolak 

0 t tabel 

       Ho diterima 

 Diterima t hitung 

Gambar 3. 2 Penerimaan Hipotesis Uji t 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, 

dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kantor 

Kepala Desa se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 121 aparatur perangkat desa dari 29 

Kantor Kepala Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang 

memiliki jabatan sebagai kepala desa, secretariat desa, kepala urusan 

keuangan, kasi kesra, dan operator siskeudes. Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi 

aparatur, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan 

kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya 

di 29 Desa se-Kecamatan Kajoran sehingga penelitian ini belum dapat 

digeneralisasi di seluruh kecamatan lain. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang 

diteliti hanya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem 
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pengendalian internal, dan aksesibilitas. Masih terdapat variabel lain 

yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa  

3. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden 

pada kuesioner yang disebarkan. Hal tersebut akan menimbulkan 

masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang 

sebenarnya.  

C. Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel 

dengan cara menambahkan kecamatan se-Kabupaten Magelang agar 

lebih mudah untuk menggeneralisasi hasil penelitian dan perlu dilakukan 

penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui 

konsistensi hasil penelitian sebelumnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode wawancara 

atau yang lain serta memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan 

selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat 

memengaruhi Akuntabilitasa Pengelolaan Dana Desa, seperti peran 

perangkat desa karena terdapat hubungan antara karakteristik pegawai 

dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang memiliki pengaruh 

langsung pada masyarakat. Peran dari perangkat desa diharapkan dapat 
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mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang 

dimiliki secara tepat dan mudah (Yesinia et al., 2018). 
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